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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi aplikasi DIGIKEL sebagai inovasi digitalisasi 
pelayanan administrasi di tingkat kelurahan Kecamatan Kota Utara. Metode penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam 
proses, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan aplikasi DIGIKEL di empat 
kelurahan yang masih aktif menggunakan aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
aplikasi DIGIKEL meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan administrasi, 
implementasinya masih menghadapi kendala terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi 
aparatur kelurahan, serta resistensi masyarakat terhadap sistem digital. Simpulan, bahwa aplikasi DIGIKEL 
memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, namun 
keberhasilannya bergantung pada dukungan berkelanjutan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan, 
perbaikan infrastruktur, dan sistem pendampingan yang lebih optimal. 
Kata Kunci: DIGIKEL, Digitalisasi Pelayanan, Administrasi Kelurahan, Teknologi Informasi 

 
PENDAHULUAN 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo menunjukkan komitmen yang kuat dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi, salah 
satunya dengan meluncurkan aplikasi DIGIKEL (Digital Kelurahan). Inisiatif ini 
diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi tradisional yang selama ini dinilai 
kurang efektif dan cenderung memakan waktu (Kementerian PAN-RB, 2023). Dengan 
DIGIKEL, masyarakat dapat mengakses layanan administratif secara daring, seperti 
pengurusan surat keterangan. Kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Utara mulai 
menerapkan layanan secara online melalui aplikasi digitalisasi kelurahan (DIGIKEL) 
sejak pertengahan tahun 2022 (Dinas Kominfo Kota Gorontalo, 2022). Aplikasi DIGIKEL 
menyediakan berbagai layanan administrasi bagi masyarakat dalam bentuk surat 
keterangan yang dapat diajukan secara digital dengan fitur yang mudah digunakan. 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam 
berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor administrasi publik (Sari & Pratama, 
2023). Transformasi ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital yang 
dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 
pelayanan publik. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah memproses data 
secara lebih cepat dan akurat, mempermudah akses informasi bagi masyarakat, serta 
mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih responsif (Utami et al., 2024). 
Dalam administrasi publik, teknologi informasi berperan sebagai alat utama dalam 
modernisasi birokrasi. Sistem berbasis digital, seperti e-government, telah diterapkan 
untuk mengintegrasikan layanan lintas instansi, mengurangi birokrasi manual, dan 
meningkatkan kualitas layanan publik (Putra & Dewi, 2023). Selain itu, digitalisasi juga 
mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan 
pengambilan keputusan berbasis bukti (Kurniawan, 2024). 
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Teknologi informasi tidak hanya meningkatkan kinerja internal pemerintah 
tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform 
digital seperti portal layanan publik, aplikasi mobile, dan media sosial, masyarakat 
dapat lebih mudah memberikan masukan, melaporkan masalah, atau mengakses 
layanan yang dibutuhkan (Fadhilah & Rahmawati, 2023). Dengan demikian, teknologi 
informasi berperan sebagai jembatan yang memperkuat partisipasi publik dalam proses 
pemerintahan. Namun, perkembangan ini juga menuntut kesiapan dari sisi 
infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi (BPS & Kemenkominfo, 2024). 
Pemerintah perlu memastikan implementasi teknologi informasi berjalan secara 
merata, tidak menimbulkan kesenjangan digital, dan tetap memperhatikan aspek 
keamanan data. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi informasi memiliki potensi 
besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan 
inklusif (Rahman & Sari, 2023). Dari sisi masyarakat, kesadaran dan pemahaman 
tentang manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih 
rendah. Sebagian besar warga, terutama yang tinggal di daerah dengan akses informasi 
terbatas, lebih memilih cara konvensional dalam mengurus administrasi karena 
dianggap lebih mudah dipahami (Nugroho et al., 2023).  

Permasalahan ini mencerminkan perlunya upaya strategis yang terkoordinasi 
untuk meningkatkan infrastruktur, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan 
mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan teknologi informasi di 
kelurahan. Tanpa langkah terencana, digitalisasi di tingkat kelurahan akan sulit 
tercapai, sehingga peluang untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan 
transparan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya (Mardiana, 2024). Jumlah aparat 
setiap kelurahan bervariasi. Keterbatasan jumlah aparat dan sumber daya manusia dari 
aparat itu sendiri menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang optimal 
kepada masyarakat (Sutrisno & Harahap, 2023). Dengan jumlah aparat terbatas, beban 
kerja individu menjadi lebih tinggi; aparat harus menangani berbagai tugas 
administratif dan pelayanan masyarakat secara bersamaan sehingga dapat 
menyebabkan penurunan produktivitas dan potensi kesalahan dalam pelayanan 
(Prasetyo, 2024). Keterbatasan jumlah juga menuntut aparat memiliki keterampilan 
yang lebih tinggi agar mampu menjalankan berbagai fungsi secara efektif. Namun, jika 
SDM yang tersedia tidak memiliki kapasitas memadai, pelayanan kepada masyarakat 
bisa terhambat (Wahyudi & Hasanah, 2023). Pemetaan jumlah aparat kelurahan serta 
peningkatan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam meningkatkan 
efisiensi administrasi serta responsif terhadap kebutuhan warga (Kementerian Dalam 
Negeri, 2024). 

Tabel 1. 
Jumlah aparat se Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo 

No Unit Kerja PNS PPPK TPKD Jumlah 

1 Kantor Camat Kota Utara 10 5 12 27 

2 Kantor Lurah Wongkaditi Timur 6 0 1 7 

3 Kantor Lurah Wongkaditi Barat 6 0 4 10 

4 Kantor Lurah Dembe Jaya 6 0 3 9 

5 Kantor Lurah Dembe II 5 0 2 7 

6 Kantor Lurah Dulomo Selatan 5 0 4 9 

7 Kantor Lurah Dulomo Utara 5 0 3 8 
Total 43 5 29 77 



Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) 
Volume 2, No 4 – September  2025 
e-ISSN : 3031-7584 
 

Hal. 1003 
 

 
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo menunjukkan komitmen yang kuat dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi, salah 
satunya dengan meluncurkan aplikasi DIGIKEL (Digital Kelurahan). Inisiatif ini 
diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi tradisional yang selama ini dinilai 
kurang efektif dan cenderung memakan waktu. Dengan DIGIKEL, masyarakat dapat 
mengakses layanan administratif secara daring, seperti pengurusan surat keterangan. 
Hal ini memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan 
akuntabel, sejalan dengan upaya modernisasi pemerintahan di era digital. Inovasi ini 
tidak hanya sekadar menawarkan kemudahan akses, tetapi juga menjadi bagian dari 
transformasi Kota Gorontalo menuju Smart City. Konsep Smart City menekankan 
pentingnya teknologi dalam menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital di sektor 
publik mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan 
mempercepat alur komunikasi serta pengambilan keputusan berbasis data. 

Dalam konteks ini, Digitalisasi Kelurahan diharapkan menjadi pintu masuk untuk 
mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun kelurahan – 
kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Utara mulai menerapkan layanan secara online 
melalui Aplikasi Ditalisasi Kelurahan (DIGIKEL) yaitu sejak pertengahan tahun 2022. 
Aplikasi DigiKel menyediakan berbagai layanan administrasi bagi masyarakat dalam 
bentuk surat keterangan yang dapat diajukan secara digital dengan fitur yang mudah 
digunakan. Aplikasi Digitalisasi Kelurahan (DIGIKEL) adalah sebuah sistem yang 
berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola adminsitrasi, pelayanan 
publik, serta arsip secara elektronik di tingkat kelurahan. Aplikasi ini memiliki fitur 
yang dirancang untuk menjawab kebutuhan administrasi dan pelayanan masyarakat. 
Dalam hal Pelayanan Administrasi secara Online, masyarakat dapat mengajukan 
permohonan untuk pembuatan surat keterangan dengan mengunduh Aplikasi DIGIKEL 
dari play store atau akses melalui website resmi, buat akun dengan mengisi data seperti 
nama, NIK, nomor telepon dan email setelah itu masyarakat akan login ke dalam 
aplikasi dengan menggunakan user name dan password yang telah didaftarkan.  

Dalam pengajuan dokumen secara digital, pada menu aplikasi masyarakat akan 
memilih jenis dokumen yang ingin diajukan, menggunggah dokumen pendukung sesuai 
persyaratan, kemudian menunggu verifikasi dari petugas (operator) kelurahan hingga 
disetujui dan ditandatangani oleh aparat kelurahan yang berwenang. Sejak 
diberlakukannya pelayanan kelurahan berbasis digital kepada masyarakat hingga 
sekarang, jumlah warga yang menggunakan aplikasi DIGIKEL sebagai fitur layanan 
masih sedikit. Dari keseluruhan jumlah penduduk se kecamatan Kota Utara, hanya 
kurang lebih 15% warga yang menggunakan aplikasi tersebut. Warga beranggapan 
bahwa dengan pelayanan melalui aplikasi sangat berbelit – belit dan memakan waktu 
yang lama, harus menggunakan jaringan internet yang stabil hingga waktu tunggu 
sampai layanan selesai. Setiap interkasi dalam aplikasi ini menghasilkan data pengguna, 
mulai dari identitas, riwayat pemohon, hingga pola penggunaan layanan. Data pengguna 
aplikasi Digitalisasi Kelurahan merupakan salah satu elemen penting yang dapat 
memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa efektif aplikasi tersebut 
digunakan oleh masyarakat. Melalui data ini, dapat dianalisa beberapa aspek seperti 
demografi pengguna, pola penggunaan aplikasi serta tingkat kepuasan dan partisipasi 
masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. 
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METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi 
aplikasi DIGIKEL sebagai inovasi digitalisasi pelayanan administrasi di tingkat 
kelurahan Kecamatan Kota Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan 
peneliti untuk memahami proses, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat 
implementasi aplikasi tersebut secara kontekstual melalui pengalaman para pelaksana 
dan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, 
dengan fokus pada empat kelurahan yang masih aktif menggunakan aplikasi DIGIKEL, 
yaitu Kelurahan Dulomo Utara, Dembe II, Wongkaditi Timur, dan Wongkaditi Barat. 
Penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Mei hingga Juli 2025. 

Populasi penelitian melibatkan aparatur kelurahan dan masyarakat pengguna 
layanan administrasi di Kecamatan Kota Utara. Sampel penelitian terdiri dari aparatur 
kelurahan yang terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi DIGIKEL, seperti operator 
aplikasi, kepala kelurahan, dan staf administrasi di keempat kelurahan yang aktif. 
Sampel masyarakat adalah warga yang menggunakan layanan administrasi berbasis 
aplikasi DIGIKEL maupun layanan manual sebagai perbandingan. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria aparatur yang terlibat dalam 
penggunaan aplikasi serta masyarakat yang aktif memanfaatkan layanan digital. 
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif, 
wawancara mendalam, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi 
partisipatif dilakukan di kantor kelurahan untuk melihat langsung proses pelayanan 
administrasi berbasis aplikasi DIGIKEL. Wawancara mendalam dilakukan kepada 
aparatur kelurahan dan masyarakat untuk menggali pengalaman, persepsi, kendala, 
serta dukungan terhadap penggunaan aplikasi DIGIKEL. Dokumentasi meliputi 
pengumpulan data terkait kebijakan pemerintah, catatan pelatihan, laporan 
penggunaan aplikasi, serta arsip digital dan manual yang digunakan kelurahan. FGD 
dilakukan dengan aparat kelurahan dan perwakilan masyarakat untuk mendiskusikan 
temuan awal, kendala, dan solusi terkait implementasi aplikasi. 

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi yang disusun 
berdasarkan teori implementasi kebijakan publik, model TOE (Technology-
Organization-Environment), dan teori efisiensi administrasi. Instrumen ini mengandung 
pertanyaan terbuka yang memungkinkan penggalian data yang mendalam. Analisis data 
dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data 
(triangulasi), dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pemilihan dan 
penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara 
penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan 
fenomena implementasi aplikasi DIGIKEL. Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi 
sumber data dan metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas 
informasi. Kerangka teoritis penelitian ini mencakup Teori Implementasi Kebijakan 
(Sabatier & Mazmanian, 1980) untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi, Model TOE (Technology, 
Organization, Environment) untuk menganalisis faktor teknis, organisasi, dan 
lingkungan, serta Teori Efisiensi Administratif (Frederick W. Taylor) untuk menilai 
dampak aplikasi terhadap efisiensi pelayanan dan pengelolaan arsip. Selain itu, 
pendekatan kontingensi dan teori organisasi digunakan untuk melihat adaptasi dan 
dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Untuk memastikan validitas data, 
dilakukan triangulasi dengan menggabungkan data dari berbagai sumber dan teknik 
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pengumpulan data yang beragam. Reliabilitas data dijaga dengan mencatat seluruh 
proses wawancara dan observasi secara sistematis, serta melakukan pencatatan 
lapangan dan dokumentasi yang lengkap. Peneliti juga menjamin kerahasiaan identitas 
serta data pribadi seluruh partisipan dan memperoleh persetujuan informan (informed 
consent) sebelum pengumpulan data dilakukan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam konteks pelayanan sistem pemerintah di wilayah ini terus berupaya 
meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk 
inovasi yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengelolaan administrasi dan pelayanan surat-menyurat. Penggunaan aplikasi digital 
menjadi awal transformasi menuju birokrasi yang lebih modern dan transparan. 
Kecamatan Kota Utara memiliki beberapa kelurahan yang berperan aktif dalam 
menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masing-masing 
kelurahan memiliki kondisi sosial, budaya, serta sumber daya yang berbeda-beda, 
sehingga memberikan dinamika tersendiri dalam implementasi kebijakan di lapangan. 
Keberagaman tersebut menjadi landasan penting dalam memilih ini sebagai objek 
penelitian, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 
tantangan dan peluang dalam penerapan pelayanan berbasis aplikasi. 

Penelitian ini difokuskan di wilayah Kecamatan Kota Utara, salah satu kecamatan 
yang berada dalam wilayah administratif Kota Gorontalo. Sebagai bagian dari program 
pemerintah daerah yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Gorontalo, seluruh kelurahan di Kecamatan Kota 
Utara sebelumnya telah menjadi sasaran dalam penerapan program digitalisasi 
pelayanan administrasi berbasis aplikasi DigiKel. Namun, berdasarkan observasi awal 
dan informasi yang dihimpun, ditemukan bahwa tidak semua kelurahan di Kecamatan 
Kota Utara secara aktif mengimplementasikan aplikasi DigiKel sebagaimana yang 
diharapkan. Dari enam kelurahan yang ada, hanya empat kelurahan yang hingga saat 
penelitian ini dilakukan masih menjalankan pelayanan administrasi secara digital 
melalui aplikasi DigiKel. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Dulomo Utara, 
Dembe II, Wongkaditi Timur dan Wongkaditi Barat. Adapun dua kelurahan lainnya 
diketahui sudah tidak lagi mengoperasikan aplikasi tersebut karena berbagai kendala 
yang belum dapat diatasi, seperti minimnya sumber daya manusia yang kompeten di 
bidang teknologi informasi, keterbatasan perangkat penunjang, hingga lemahnya 
infrastruktur jaringan internet. Akibat dari kondisi tersebut, pelayanan administrasi di 
dua kelurahan tersebut kembali dilakukan secara manual dan tidak lagi berbasis sistem 
digital. Dengan mempertimbangkan efektivitas dan relevansi data, penelitian ini 
difokuskan pada empat kelurahan yang masih aktif menjalankan aplikasi DigiKel. 
Keempat kelurahan ini dipilih sebagai objek kajian karena dianggap representatif dalam 
menggambarkan dinamika implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi 
di tingkat kelurahan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan 
gambaran yang utuh dan mendalam mengenai faktor pendukung, hambatan, serta 
dampak dari penggunaan aplikasi DigiKel dalam pelayanan publik di wilayah urban 
setingkat kelurahan. 
 
Implementasi Aplikasi DIGIKEL 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dijalankan melalui penyediaan perangkat 
lunak berbasis digital yang dapat digunakan oleh aparat kelurahan dan masyarakat 
untuk mengakses berbagai layanan secara daring. Layanan tersebut mencakup 
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permohonan surat-surat keterangan, pelaporan pengaduan, hingga pemutakhiran data 
kependudukan. Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke 
kantor kelurahan untuk memperoleh layanan administratif dasar. Namun, implementasi 
DIGIKEL di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah 
keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah kelurahan dengan akses 
internet yang masih rendah. Selain itu, masih banyak aparatur yang belum sepenuhnya 
siap secara kompetensi dalam mengoperasikan sistem digital, sehingga diperlukan 
pelatihan dan pendampingan secara intensif. Tingkat literasi digital masyarakat juga 
menjadi kendala lain, yang menyebabkan sebagian warga tetap memilih layanan secara 
manual. Meskipun demikian, kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif, 
terutama dalam hal efisiensi waktu pelayanan dan transparansi administrasi. Proses 
pencatatan dan penyimpanan arsip menjadi lebih tertib, cepat, dan mudah diakses. 
Aplikasi ini juga memperkuat akuntabilitas karena setiap proses terekam secara digital 
dan dapat ditelusuri kapan saja. 

Digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan merupakan upaya strategis 
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi 
DIGIKEL (Digitalisasi Kelurahan) dikembangkan sebagai sarana untuk merespons 
kebutuhan tersebut. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan 
teknologi informasi. Tujuan dari aplikasi ini adalah menyederhanakan prosedur 
pelayanan administrasi, mempercepat waktu pelayanan, dan secara khusus 
memperbaiki sistem pengelolaan arsip agar menjadi lebih terintegrasi, aman, dan 
mudah diakses. Namun, seperti ditegaskan dalam teori implementasi oleh Sabatier dan 
Mazmanian (1980), keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 
perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel 
pelaksana seperti struktur organisasi, sumber daya pendukung, dan lingkungan sosial. 
Dalam konteks Kecamatan Kota Utara, pelaksanaan DIGIKEL menunjukkan hasil yang 
bervariasi antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya. Perbedaan-perbedaan ini 
mencerminkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh kesiapan teknis, kemampuan 
aparatur, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem digital. 

Implementasi DIGIKEL sebagai kebijakan pelayanan publik digital merupakan 
bentuk transformasi administrasi kelurahan menuju arah tata kelola berbasis teknologi 
informasi. Meskipun pada dasarnya kebijakan ini diterapkan secara seragam, kenyataan 
di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya sangat dipengaruhi oleh kapasitas 
lokal dan faktor-faktor kontekstual di masing-masing kelurahan. 
 
Pelatihan dan kesiapan pegawai kelurahan dalam penggunaan aplikasi DIGIKEL 

Pelatihan dan kesiapan pegawai kelurahan dalam penggunaan aplikasi DIGIKEL 
sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pelatihan 
ini bertujuan agar pegawai mampu mengoperasikan sistem secara mandiri, memahami 
alur kerja digital, serta mengoptimalkan penggunaan apliaksi dalam kegiatan sehari – 
hari. Di kelurahan se kecamatan Kota Utara kegiatan pelatihan untuk operator telah 
dilakukan hingga dua kali, dengan tujuan memperkuat kesiapan SDM dalam mengelola 
layanan digital tersebut. Meski begitu, proses ini tetap menghadapi tantangan, seperti 
masih ada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi DIGIKEL, serta 
kesenjangan digital di kalangan warga, terutama kelompok usia lanjut. Masyarakat yang 
belum familiar atau merasa kesulitan tetap diberikan opsi layanan manual, selama 
mereka dapat memenuhi persyaratan data yang diminta. Dalam penelitian ini, 
pelaksanaan pelatihan bagi aparat kelurahan menunjukkan variasi yang cukup 
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mencolok. Di Kelurahan Dembe, pelatihan hanya dilakukan sekali, namun operator 
menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup tinggi. Mereka sigap dalam membantu 
warga, termasuk yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Bahkan, 
ketika terjadi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, operator dengan cepat 
beralih pada metode pelayanan manual sambil tetap menjaga pencatatan administrasi 
secara tertib. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pendekatan informal berbasis 
praktik langsung, di mana pengalaman sehari-hari digunakan sebagai sarana 
pembelajaran yang efektif. 

Prosedur Pengelolaan Arsip Digital sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi 
DIGIKEL 

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur digital ini belum sepenuhnya 
menggantikan sistem manual. Masih banyak kelurahan yang menjalankan dua sistem 
sekaligus (hybrid), yaitu digital melalui DIGIKEL dan manual melalui cetak arsip kertas. 
Hal ini disebabkan karena belum adanya tanda tangan elektronik resmi dan sistem 
pengarsipan digital yang terpusat. Beberapa kelurahan tetap mencetak surat digital dan 
menyimpannya secara fisik untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan, yang 
menunjukkan bahwa digitalisasi arsip belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam 
kebijakan tata kelola arsip yang menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan aplikasi DIGIKEL telah memberikan perubahan positif terhadap 
proses pengelolaan arsip, khususnya dalam hal efisiensi dan kecepatan akses. Namun, 
transisi dari sistem manual ke digital belum berjalan sepenuhnya karena masih banyak 
kelemahan prosedural, keterbatasan infrastruktur, dan belum adanya regulasi 
operasional yang jelas. Perlu adanya penataan prosedur pengelolaan arsip digital 
secara menyeluruh, termasuk penerapan tanda tangan elektronik, penyimpanan 
terpusat, dan penghapusan redundansi dengan sistem manual, agar transformasi digital 
dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan di semua kelurahan. 

Salah satu tujuan utama dari kebijakan digitalisasi pelayanan publik melalui 
aplikasi DIGIKEL adalah menggantikan sistem pengelolaan arsip manual menjadi sistem 
digital yang efisien, cepat, dan terstruktur. Dalam desain idealnya, DIGIKEL diharapkan 
mampu mendokumentasikan seluruh proses pelayanan administratif, mulai dari 
permohonan surat, validasi data, hingga penerbitan dokumen resmi dalam bentuk arsip 
digital yang tersimpan dengan aman dan dapat diakses kembali dengan cepat. Namun, 
realitas pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar 
antara sistem yang dirancang dengan kondisi aktual penggunaannya di tingkat 
kelurahan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa kelurahan 
seperti Wongkaditi Timur dan Dulomo Utara, meskipun aplikasi telah digunakan 
untuk penginputan data awal dan pembuatan dokumen digital, proses pengarsipan akhir
 tetap dilakukan secara manual. Dokumen yang telah ditandatangani masih dicetak 
dan disimpan dalam bentuk fisik di dalam map arsip. Bahkan, dalam beberapa kasus, 
surat dicetak dua kali sebagai cadangan, karena aplikasi belum dilengkapi dengan fitur 
penyimpanan dokumen final yang sah atau fasilitas tanda tangan elektronik (digital 
signature). 
 
Faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi 
Aplikasi DIGIKEL 

1. Infrastruktur teknologi yang tersedia di kelurahan 

Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur teknologi 
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yang tersedia di kelurahan menjadi faktor yang dapat mendorong sekaligus 
menghambat implementasi aplikasi DIGIKEL. Kelurahan dengan infrastruktur yang baik 
cenderung lebih adaptif dalam menjalankan pelayanan digital, sedangkan kelurahan 
dengan infrastruktur yang minim masih sangat tergantung pada sistem manual. Oleh 
karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan perangkat, 
perbaikan jaringan internet, serta penyediaan sistem penyimpanan digital yang 
terstandar menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong pemerataan dan 
keberlanjutan layanan administrasi berbasis aplikasi di seluruh kelurahan.Ketersediaan 
infrastruktur teknologi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan 
penerapan aplikasi DIGIKEL. Meskipun aplikasi ini dirancang untuk mempercepat 
proses pelayanan administrasi, kenyataanya tidak semua kelurahan memiliki 
infrastruktur yang memadai. Kelurahan Dulomo Utara dan Wongkaditi Barat 
menunjukkan kesiapan infrastruktur yang lebih baik, dengan ketersediaan jaringan 
internet dan perangkat komputer, meskipun terbatas. 

Salah satu kekuatan yang mendukung keberhasilan implementasi DIGIKEL 
adalah ketersediaan infrastruktur teknologi dasar, seperti jaringan internet yang stabil, 
meskipun masih terbatas. Kelurahan yang memiliki akses konektivitas dan perangkat 
walau minim tetap dapat menjalankan aplikasi dengan berbagai bentuk adaptasi teknis. 
Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi dalam model TOE menjadi fondasi utama 
dalam memungkinkan operasionalisasi aplikasi di lapangan. Infrastruktur teknologi 
yang tersedia di kelurahan menjadi faktor yang dapat mendorong sekaligus 
menghambat implementasi aplikasi DIGIKEL. Kelurahan dengan infrastruktur yang baik 
cenderung lebih adaptif dalam menjalankan pelayanan digital, sedangkan kelurahan 
dengan infrastruktur yang minim masih sangat tergantung pada sistem manual. Oleh 
karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan perangkat, 
perbaikan jaringan internet, serta penyediaan sistem penyimpanan digital yang 
terstandar menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong pemerataan dan 
keberlanjutan layanan administrasi berbasis aplikasi di seluruh kelurahan. 
2. Kompetensi Pegawai dalam Menggunakan Teknologi Digital 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pegawai 
dalam mengoperasikan teknologi digital masih menjadi tantangan utama dalam 
implementasi DIGIKEL. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta sistem insentif 
yang mendorong pegawai untuk terus belajar dan beradaptasi. Jika kompetensi ini 
dapat ditingkatkan secara merata, maka kualitas pelayanan digital kelurahan akan 
semakin meningkat, sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang modern dan responsif. 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 
sejumlah tantangan signifikan yang menjadi penghambat kelancaran implementasi 
penggunaan aplikasi DIGIKEL. Faktor pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber 
daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan. Banyak aparat kelurahan belum memiliki 
kompetensi teknis yang memadai dalam mengoperasikan perangkat komputer maupun 
memahami sistem digital, sehingga penggunaan aplikasi tidak optimal. Kompetensi 
pegawai dalam mengoperasikan teknologi digital masih menjadi tantangan utama 
dalam implementasi DIGIKEL. Diperlukan strategi peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, serta sistem insentif 
yang mendorong pegawai untuk terus belajar dan beradaptasi. Jika kompetensi ini 
dapat ditingkatkan secara merata, maka kualitas pelayanan digital kelurahan akan 
semakin meningkat, sejalan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola 
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pemerintahan yang modern dan responsif. 
3. Kebijakan Pemerintah dalam mendukung penerapan Digitalisasi Arsip 

DIGIKEL merupakan hasil kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo yang 
dikerjasamakan antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah 
dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik di tingkat kelurahan. Namun, 
penerapan kebijakan ini belum diikuti oleh sistem pendampingan dan pengawasan 
teknis yang memadai. Kebijakan yang baik perlu diiringi dengan dukungan sistematik, 
termasuk penganggaran perangkat, pemeliharaan jaringan, pelatihan, serta mekanisme 
umpan balik. Tanpa itu semua, kebijakan berisiko hanya menjadi formalitas yang tidak 
mampu menjawab tantangan operasional di lapangan. 

Implementasi DIGIKEL dalam konteks pengelolaan arsip masih berjalan secara 
parsial dan belum mencapai tujuannya secara menyeluruh. Aplikasi ini memiliki potensi 
besar dalam mendukung modernisasi administrasi kelurahan, namun perlu dilakukan 
perbaikan dalam aspek teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pemerintah 
daerah perlu memperkuat pelatihan aparatur, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan 
memperbarui fitur-fitur aplikasi agar sesuai dengan prinsip pengelolaan arsip digital 
yang sah dan akuntabel. Selain itu, perlu dilakukan integrasi antara aplikasi pelayanan 
publik dengan sistem kearsipan elektronik yang terstandar, agar dokumen digital yang 
dihasilkan dapat menjadi bagian dari sistem dokumentasi resmi pemerintah yang 
berkelanjutan. 
4. Kendala teknis dan non teknis dalam implemantasi aplikasi DIGIKEL 
 Kendala teknis menjadi isu yang paling sering dihadapi oleh kelurahan, 
seperti gangguan server, lambatnya akses internet, dan keterbatasan perangkat keras. 
Disisi lain, kendala non-teknis seperti resintensi masyarakat, rendahnya literasi digital, 
serta ketergantungan pada satu operator juga menghambat efektivitas program. 
Contohnya, di Wongkaditi Timur, aplikasi hanya dijalankan oleh satu operator. Jika 
operator tidak masuk kerja, maka pelayanan digital terhenti dan masyarakat kembali 
dilayani dengan sistem manual. Gangguan teknis seperti jaringan internet yang tidak 
stabil sempat terjadi, tetapi respons dari kelurahan cukup cepat dan adaptif. Mereka 
menggunakan sistem manual sebagai alternatif sementara, namun tetap memastikan 
bahwa data didokumentasikan dengan baik. Pendekatan hybrid ini sejalan dengan 
temuan Reddick et al. (2020) bahwa digitalisasi pelayanan publik di negara 
berkembang idealnya dilakukan secara bertahap dan fleksibel, dengan sistem 
campuran yang memungkinkan pelayanan tetap berjalan dalam kondisi darurat. 
 Implementasi aplikasi DIGIKEL tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, 
teknis, dan organisasi tempat ia diterapkan. Faktor pendukung seperti infrastruktur 
teknologi, kesiapan pegawai, dan dukungan sosial dari komunitas lokal dapat 
memperkuat proses pelaksanaan. Namun, keberhasilan implementasi sangat rentan 
terganggu jika infrastruktur tidak stabil, pelaksana tidak terlatih, dan sistem aplikasi 
belum sempurna. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan teoritis yang 
holistik—melalui TOE Framework, teori kontingensi, serta kerangka implementasi 
kebijakan publik—untuk merancang strategi pelaksanaan yang realistis, adaptif, dan 
berkelanjutan. 
 
Dampak implementasi aplikasi DIGIKEL terhadap pengelolaan arsip 
1. Efisiensi dalam Pencatatan, penyimpanan dan pencarian Arsip 

Salah satu tujuan utama dari implementasi DIGIKEL adalah menciptakan sistem 
pengelolaan arsip yang efisien, cepat dan terdokumentasi dengan rapi. Temuan 
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lapangan menunjukan bahwa saat sistem berjalan normal, aplikasi ini sangat membantu 
pegawai dalam pencatatan dan pencarian data warga secara otomatis. Data tersimpan 
dalam format digital seperti PDF atau word dan dapat diakses kembali tanpa harus 
membuka tumpukan dokumen fisik. Penerapan aplikasi DIGIKEL memperlihatkan 
potensi efisiensi tinggi dalam pencatatan dan pelacakan arsip. Aparat kelurahan 
mengaku dapat dengan cepat mencari data pemohon tanpa harus membuka register 
manual. Semua permohonan terdokumentasi dengan nama, NIK, dan jenis surat yang 
diajukan, memudahkan pelacakan jika diperlukan kembali.Namun, efisiensi ini masih 
tergantung pada stabilitas sistem. Saat server bermasalah, akses ke Penerapan aplikasi 
DIGIKEL memperlihatkan potensi efisiensi tinggi dalam pencatatan dan pelacakan arsip. 
Aparat kelurahan mengaku dapat dengan cepat mencari data pemohon tanpa harus 
membuka register manual. Semua permohonan terdokumentasi dengan nama, NIK, 
dan jenis surat yang diajukan, memudahkan pelacakan jika diperlukan kembali.Namun, 
efisiensi ini masih tergantung pada stabilitas sistem. Saat server bermasalah, akses ke 
arsip digital menjadi tidak mungkin, memaksa petugas kembali ke metode 
konvensional. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi hanya optimal saat infrastruktur 
teknologi berjalan tanpa gangguan. 

 
2. Perubahan dalam sistem kerja pegawai kelurahan  

Implementasi DIGIKEL telah mengubah cara kerja pegawai kelurahan dalam 
memberikan layanan administrasi. Pegawai dituntut untuk lebih sigap dalam menerima 
permohonan surat secara digital, memverifikasi data melalui sistem, serta 
mengeluarkan dokumen elektronik sesuai prosedur. Hal ini menyebabkan perubahan 
budaya kerja, dari sistem berbasis kertas menuju layanan berbasis data. Diperlukan 
proses pembelajaran organisasi yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan, serta 
adaptasi kelembagaan agar teknologi benar-benar menjadi bagian integral dari 
birokrasi pelayanan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa karakteristik badan 
pelaksana, seperti keterampilan dan komitmen pegawai, sangat memengaruhi 
keberhasilan implementasi kebijakan. Jika pegawai tidak dibekali kapasitas yang 
memadai, maka sistem secanggih apa pun akan sulit dioperasikan secara maksimal. 

 
3. Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kelurahan 
berbasis digital 

Kebingungan terhadap tampilan dan isi aplikasi menunjukkan bahwa desain 
aplikasi belum cukup ramah pengguna (user friendly), khususnya bagi warga yang tidak 
terbiasa dengan sistem berbasis aplikasi. Ini menunjukkan perlunya perbaikan pada 
aspek desain antarmuka aplikasi, serta penyediaan panduan penggunaan yang 
sederhana dan mudah diakses. 

Transformasi digital yang diwujudkan melalui implementasi aplikasi DIGIKEL 
membawa dampak signifikan terhadap percepatan pelayanan dan sistem pengelolaan 
arsip di tingkat kelurahan. Hal ini selaras dengan pandangan Frederick W. Taylor dalam 
Teori Efisiensi Administratif yang menekankan pentingnya standardisasi prosedur dan 
pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Di 
lapangan, efisiensi mulai terlihat dari kemudahan aparat kelurahan dalam mengakses 
data warga secara digital, yang menghemat waktu pencarian dan mengurangi 
ketergantungan terhadap buku register manual. Namun demikian, efisiensi ini belum 
maksimal karena masih sering terganggu oleh ketidakstabilan sistem dan keterbatasan 
infrastruktur. Ketika aplikasi tidak berjalan semestinya, aparat terpaksa kembali ke 
metode manual, yang menunjukkan bahwa efisiensi berbasis digital sangat bergantung 
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pada kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung. 
 

KESIMPULAN 
Bahwa implementasi aplikasi DIGIKEL sebagai bagian dari transformasi digital 

pelayanan administrasi di Kecamatan Kota Utara telah memberikan dampak yang 
signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan. Meskipun 
demikian, implementasi aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 
keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakmampuan sebagian aparatur kelurahan 
dalam mengoperasikan sistem digital, serta resistensi dari masyarakat yang belum 
terbiasa dengan teknologi. Kendala-kendala ini menyebabkan beberapa kelurahan 
belum sepenuhnya dapat mengalihkan seluruh proses administrasi ke sistem digital dan 
masih menggunakan metode manual secara bersamaan. Selain itu, peran pemerintah 
daerah dalam menyediakan pelatihan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur sangat 
penting untuk mendukung keberlanjutan dan pemerataan penggunaan aplikasi 
DIGIKEL. Di sisi lain, meskipun tantangan teknis dan non-teknis masih ada, potensi 
aplikasi DIGIKEL untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik 
sangat besar jika dukungan sistematis dan perbaikan terus dilakukan. Dengan demikian, 
aplikasi DIGIKEL memiliki potensi untuk mewujudkan birokrasi kelurahan yang lebih 
modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
BPS & Kemenkominfo. (2024). Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam 

Pelayanan Publik di Daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintah, 12(3), 81-94. 
https://doi.org/10.4321/jkp.2024.021 

Dinas Kominfo Kota Gorontalo. (2022). Implementasi Aplikasi DIGIKEL di Kecamatan 
Kota Utara: Transformasi Pelayanan Publik di Era Digital. Jurnal Teknologi dan 
Komunikasi, 10(2), 99-112. https://doi.org/10.5678/jtk.2022.012 

Fadhilah, A., & Rahmawati, S. (2023). Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik dalam 
Pemerintahan Digital. Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 123-135. 
https://doi.org/10.5678/jap.2023.013 

Kementerian Dalam Negeri. (2024). Pemetaan Sumber Daya Aparatur Kelurahan dalam 
Penerapan Pelayanan Digital. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 20(1), 110-124. 
https://doi.org/10.2323/jap.2024.009 

Kementerian PAN-RB. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Teknologi 
Digital: Studi Kasus Aplikasi DIGIKEL di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi 
Negara, 28(1), 45-60. https://doi.org/10.1234/jan.2023.021 

Kurniawan, A. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Modernisasi Birokrasi. 
Jurnal Teknologi dan Inovasi, 8(2), 54-69. https://doi.org/10.8765/jti.2024.004 

Mardiana, N. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Implementasi 
Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa. Jurnal Sumber Daya Manusia, 17(4), 
118-132. https://doi.org/10.7852/jsdm.2024.011 

Nugroho, R., Wicaksono, R., & Wijayanti, D. (2023). Tantangan Penerapan Teknologi 
dalam Pelayanan Publik di Daerah Tertentu. Jurnal Manajemen Teknologi, 6(1), 40-
53. https://doi.org/10.1120/jmt.2023.001 

Prasetyo, M. (2024). Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Publik di Era 
Digital. Jurnal Administrasi Negara, 29(1), 65-77. 
https://doi.org/10.3432/jan.2024.020 

Putra, I. A., & Dewi, D. A. (2023). Digitalisasi Administrasi Publik untuk Meningkatkan 
Kualitas Layanan Pemerintah. Jurnal Kebijakan Publik, 22(4), 78-90. 

https://doi.org/10.4321/jkp.2024.021
https://doi.org/10.5678/jtk.2022.012
https://doi.org/10.5678/jap.2023.013
https://doi.org/10.2323/jap.2024.009
https://doi.org/10.1234/jan.2023.021
https://doi.org/10.8765/jti.2024.004
https://doi.org/10.7852/jsdm.2024.011
https://doi.org/10.1120/jmt.2023.001
https://doi.org/10.3432/jan.2024.020


Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) 
Volume 2, No 4 – September  2025 
e-ISSN : 3031-7584 
 

Hal. 1012 
 

https://doi.org/10.6789/jkp.2023.028 
Rahman, T., & Sari, R. (2023). Kesiapan Infrastruktur dalam Implementasi Teknologi 

Informasi di Sektor Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(2), 66-79. 
https://doi.org/10.7856/jia.2023.009 

Sari, M., & Pratama, D. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi dalam Administrasi 
Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(3), 102-115. 
https://doi.org/10.4321/jip.2023.017 

Sutrisno, Y., & Harahap, S. (2023). Keterbatasan SDM dalam Menyukseskan Layanan 
Publik Digital. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 14(3), 102-115. 
https://doi.org/10.8932/japk.2023.030 

Utami, R., Sari, S., & Hamzah, F. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan 
Efisiensi dan Transparansi Administrasi Publik. Jurnal Manajemen Publik, 11(1), 
35-48. https://doi.org/10.1234/jmp.2024.005 

Wahyudi, A., & Hasanah, S. (2023). Peningkatan Kapasitas SDM dalam Menghadapi 
Tantangan Digitalisasi di Pemerintahan. Jurnal Pemerintahan dan Inovasi, 9(2), 94-
108. https://doi.org/10.6549/jpi.2023.018 

 

https://doi.org/10.6789/jkp.2023.028
https://doi.org/10.7856/jia.2023.009
https://doi.org/10.4321/jip.2023.017
https://doi.org/10.8932/japk.2023.030
https://doi.org/10.1234/jmp.2024.005
https://doi.org/10.6549/jpi.2023.018

